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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR :  28  TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 18 TAHUN 2014 

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Sampang 

sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan 

pelayanan bermutu sesuai dengan standar telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Sampang Nomor : 18 Tahun  2014 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sampang;  

  b. bahwa  untuk  penyempurnaan  dalam  memberikan  pelayanan 

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 perlu diganti:  

  

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi jawa Timur 

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara  Nomor  2930)  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang 

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan 

Umum; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan  Standar Pelayanan 

Minimal;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/ 2002 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 

Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah; 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;  
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22. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/ 

II/1988 tentang Rumah Sakit; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang  Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 

Nomor 9); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang  Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang  

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2); 

25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2008 tentang 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2008 Nomor 66); 

26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2014 Nomor 18); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SAMPANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 

SAMPANG. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 18) diubah 

sebagai berikut : 

 

 

 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 3 

 

(1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), yang 

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), 

peningkatan (promotif) serta upaya rujukan. 

(2) Dihapus 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 2 ayat sehingga menjadi 3 ayat yaitu 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

 

(1)  Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Jenis pelayanan Rumah Sakit, meliputi : 

a. Pelayanan Gawat Darurat; 

b. Pelayanan Rawat Jalan; 

c. Pelayanan Rawat Inap; 

d. Pelayanan Bedah; 

e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi 

f. Pelayanan Intensif; 

g. Pelayanan Radiologi; 

h. Pelayanan Patologi Klinik; 

i. Pelayanan Rehabilitasi Medik; 

j. Pelayanan Farmasi; 

k. Pelayanan Gizi; 

l. Pelayanan Transfusi Darah; 

m. Pelayanan Pasien Keluarga Miskin; 

n. Pelayanan Rekam Medik; 

o. Pengelolaan Limbah; 

p. Pelayanan Administrasi dan Manajemen; 

q. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah; 

r. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah; 

s. Pelayanan Laundry; 

t. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;  
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u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); 

v. Pelayanan Keamanan 

w. Sterilisasi 

(3) Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang 

 

   Ditetapkan di : Sampang 

   Pada tanggal : 16 Juni 2015  

    

BUPATI  SAMPANG, 

 

 

H. A.FANNAN  HASIB 

 

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal  : 16 Juni 2015   

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi  
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 28 


